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Skripsi ini menjelaskan tentang Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai 
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah dalam 
tata hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hakim terhadap asas praduga 
tidak bersalah dalam praktik peradilan pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar? 
3.  Apakah yang menjadi kendala dan upayah apa yang harus dilakukan dalam penerapan 
asas praduga tidak bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi?. Adapun metodologi 
penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa metodologi penelitian kualitatif. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Asas praduga tidak 
bersalah dalam hukum pidana bertujuan untuk menghindari terjadinya rasa ketidak adilan 
bagi tersangka atau terdakwa dan kesewenang-wenangan para penegak hukum. 2) 
Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 85/PID.SUS.TPK/2016/PN.MKS. Salah 
satu penerapan asas praduga tidak bersalah kepada terdakwa adalah diberikanya hak 
untuk didampingi seorang penasihat hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan yang 
memberikan hak-hak terdakwa selama persidangan. 3) Perlunya pemahaman penegak 
hukum terhadap asas praduga tidak bersalah, dan belum ada sanksi yang tegas apabila 
asas yang berkaitan dengan hak tersangka dan terdakwa dilanggar. Dalam hal ini KUHAP 
tidak mengatur lebih lanjut akibat hukum apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak 
tersebut. Kemudian perlunya pengawasan terhadap lembaga pengadilan. 
Implikasi dari penelitian ini yaitu perlunya suatu undang-undang khusus yang 
mengatur secara tegas akan keberadaan asas praduga tidak bersalah dalam peradilan 
pidana. Perlunya pemahaman yang jelas akan kehadiran asas praduga tidak bersalah 
dalam masyarakat, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi main hakim sendiri. Dalam hal 
ini penegak hukum dan pemerintah perlu melakukan sosialisasi akan keberadaan asas 





A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai mahluk individu, manusia adalah satu dari sekian banyak 
mahluk ciptaan tuhan yang diberikan banyak kelebihan dari mahluk lain. Manusia 
adalah mahluk yang utuh dan unik. Kehadiran manusia tidak terlepas dari asal 
usul kehidupan di alam semesta. Manusia hakikatnya adalah mahluk ciptaan Allah 
SWT. Pada diri manusia terdapat perpaduan antara sifat ketuhanan dan sifat 
kemahlukan. Manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupan di 
dunia ini. Untuk menjalankan tugasnya manusia dikaruniakan akal dan pikiran. 
Akal dan pikiran tersebut yang akan menuntun manusia dalam menjalankan 
perannya. Dalam hidup di dunia, manusia diberi tugas kekhalifaan, yaitu tugas 
kepemimpinan, wakil Allah SWT di muka bumi, serta pengelolaan dan 
pemeliharaan alam. Manusia adalah mahluk yang paling mulia, manusia adalah 
mahluk yang berfikir, dan manusia adalah mahluk yang memiliki 3 dimensi 
(badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor 
keturunan dan lingkungan. 
Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia yang 
lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagaai masyarakat. Mula-mula iya 
berhubungan dengan orang tuanya setelah usianya meningkat dewasa ia hidup 
bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan 
manusia lainnya. Sehingga meninmbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa 
kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian 
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besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan atara manusia dan manusia 
dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.1 
Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam 
masyarakat bermacam-macam ragamnya, dan diantara sekian macam kaidah 
yang merupakan salah-satu kaidah terpenting adalah kaidah-kaidah hukum 
disamping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan 
pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional 
maupun yang modern, walaupun kadang-kadang warga masyarakat yang diatur 
tidak atau kurang menyadari. Biasanya seorang warga masyarakat baru 
menyadari akan adanya kaidah-kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur 
kehidupannya apabila dia melakukan suatu pelanggaran. Namun sebetulnya 
kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut mengatur hampir seluruh 
segi kehidupan warga masyarakat.2 
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian 
kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang 
politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagaimana 
perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi 
dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat 
menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi 
pencipta hukum. 
Bagi masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih 
penting penegakan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. 
Namun, bagi mereka yang ingin menagani lebih lanjut soal hukum, tentu saja 
                                                             
1 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1. 
2 Soerjono soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum  (jakatra: Rajawali Pers, 2014), h. 2. 
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perlu untuk mengetahui pengertian hukum. Secara umum, rumusan pengertian 
hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut: 
a. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam 
masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak 
bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. 
b. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang 
berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap 
orang melaikan oleh lembaga atau badan yang berwenang 
untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang 
melaikan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki 
kewenagan untuk menetapkan suatu yang bersifat mengikat 
bagi masyarakat luas. 
c. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum 
dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk 
menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang 
untuk mengawasi dan menegakkan sekalipun dengan tindakan 
yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum 
yang bersifat fakultatif/melengkapi. 
d. Hukum memiliki setiap sanksi dan setiap pelanggaran atau 
perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. 
Di Indonesia juga sudah lama berkembang istilah hukum Islam, salah satu 
usaha dalam menjelasakn pengertian hukum Islam telah dicoba dalam satu 
lokakarya di Jakarta, dan berhasil merumuskan bahwa pengertian Hukum Islam 
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adalah; “Hukum Fihq Muamalah dalam arti yang luas, yakni pengertian manusia 
tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pertama 
pada Al-Qur’an, kedua pada sunnah Rasullullah Saw, dan ketiaga pada akal 
pikiran”. 
Setidak-tidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan dari 
pengertian hukum tersebut diatas: 
1. Kata-kata “Fiqh Muamalah dalam arti luas”, berarti Fiqh Ibadah tidak 
termasuk ke dalam arti luas meliputi hubungan manusia dengan 
manusia. 
2. Pengertian hukum Islam tersebut di atas diuasahakan dalam rangka 
menyamakan pengertian hukum di dalam Islam dengan pengertian 
hukum di dalam sistem Hukum Romawi dan sistem Hukum Adat.3  
Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum 
pidana/hukum public, hukum perdata/hukum tata usaha negara, hukum 
internasional, hukum adat, hukum Islam, hukum agrarian, hukum bisnis, dan 
hukum lingkungan. 
Hukum pidana termasuk pada ranah hukum public. Hukum pidana 
menurut Sudarto adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang 
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), 
sengaja agar diberikan sebagai nestapa. 
Selanjutnya soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum 
pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni: 
                                                             
3 H.A. Djazuli, Ilmu Fiqih Pengalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam 
(Jakarta: Kencana, 2005), h. 13. 
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1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam 
pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang 
memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-
olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak 
hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat 
dipidana. 
2. KUHP dan mengumumkan dan mengumpulkan reaksi apa yang akan 
diterima oleh oaring yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.4  
Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan 
pelanggaran. 
a. Kejahatan ialah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari 
pelanggaran; perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara 
ditentang dengan sadar, dengan menjatuhkan hukuman (Mr. W.A. 
Bonger); perbuatan pelangaran norma hukum yang ditafsirkan atau 
patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan , 
menjengkelkan  sehingga tak boleh dibiarkan (Mr. Paul Moedikdo 
Moeliono), suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, 
ketidak patutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat 
terdapat kegelisahan dan untuk menemtramkan masyarakat, negara 
harus menjatuhkan pidana kepada penjahat. (Mr. J.M. van 
Bemmelen). 
b. Pelanggaran ialah tindak pidana yang termasuk ringan lebih 
ringan dari kejahatan.5 
                                                             
4 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014), h. 191. 
5 J.C.T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 81. 
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Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam kitab undang-
undang hukum pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan dari zaman 
penjajahan belanda, sebelumnya bernama wetboek van sraafrech (WVS). KUHP 
merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-
asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di 
luar KUHP (lex specialis) 
Begitupun dalam KUHAP terdapat asas-asas penting diantaranya adalah 
Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) dalam penjelasan 
umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “setiap orang yang disangka, ditangkap, 
ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di hadapkan di muka sidang pengadilan 
wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” 
Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai UU 
kekuasaan Kehakiman “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau 
dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada 
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap”.6 Ketentuan ini, dikenal dengan asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) yang mengigikan agar setiap orang yang menjalani 
proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. 
Penerapan asas praduga tidak bersalah didalam KUHAP merupakan suatu upaya 
untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses pemidanaan sampai ada 
putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya. 
                                                             
6 Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 14. 
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Penggunaan cara kekerasan dalam proses pemidanaan oleh polisi 
sebagaimana juga dikemukakan oleh Rahardjo (perlindungan hukum terhadap 
tersangka dalam penyidikan dari kekerasan penyidik di kepolisian resort 
Bayumas, hlm. 239) dalam penelitiannya bahwa polisi masih sering mengunakan 
kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atas keterangan dari tersangka, 
membuat asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana sangat diutamakan 
disbanding dengan perkara lainnya. Hal ini juga diperkuat dengan polisi selalu 
menggiring pelaku sebagai sesuatu yang tidak perlu dihormati. Misalnya saja 
dalam acara berita criminal di televisi yang menayangkan bagaimana pelaku yang 
diduga digiring dengan cara paksa dan tak tanggung-tanggung polisi memakai 
pukulan ke arah kepala pelaku, bertanya dengan kata-kta yang tidak sopan dan 
tidak hormat. Fakta ini banyak dilihat atau bahkan menjadi konsumsi khalayak 
umum. Bagaimana rakyat tidak anarkis terhadap pelaku tindak kejahatan 
sedangkan polisi sebagai pihak yang mengamankan juga ikut memperlakukan 
pelaku secara tidak manusiawi. 
Pada dasarnya, problematika penerapan asas praduga tidak bersalah dalam 
perkara pidana ini, berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara 
tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum yang berkepentingan, sehingga 
di kawatirkan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum. Hukum 
pidana sebagai hukum publik, mengatur kepentingan umum. Kedudukan tidak 
seimbang dalam perkara pidana memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-
wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang dianggap telah 
melanggar kepentingan umum dalam prosese pemidanaan sebagai orang yang 
bertanggung jawab atas terjadinya ketidak seimbanagana tatanan dalam 
masyarakat akibat adanya pelanggaran hukum. 
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Tersangka/terdakawa dalam proses penegakan hukum, dihadapakan 
dengan negara atau penguasa, maka secara umum, kedudukan tersangka tidak 
mungkin disamakan dengan kedudukan si penyidik dan penuntutan umum dalam 
proses pemidanaan. Meskipun sifat akuisator yang dianut dalam perkara pidana 
saat ini, terdapat kecenderungan proses peradilan pidana yang mengarah kepada 
adversary system. Fenomena kekerasan penyiksaan dalam dialektika penegakan 
hukum di Indonesia memberikan deskripsi yang jelas tentang betapa lemahnya 
posisi warga/rakyat sipil manakala warga berhadapan dengan aparat koersif yang 
berlindung dibalik kekuasaan otoritas kekuasaan negara. Padahala dalam suatu 
negara, mengakui persamaan hak tiap-tiap negara dalam hukum dan pemerintahan 
(equality before the law). 
Ada yang berpendapat bahwa dalam hukum diperlukan kekerasaan agar 
hukum yang terciipta nantinya lebiih baik dan lebih humanis (Agus 
Raharjo,”membangun hukum yang humanis”, hlm 67). Hal ini berkaitan dengan 
fungsi bukti-bukti permulaan yang harus dalam mengajukan tuntutan pidana, dan 
menurut Hibnu Nugroho pengakuan tersangka adalah target utama penyidik 
sebagai kelengkapan BAP agar tiak terjadi penolakan oleh kejaksaan. Demikian 
juga dalam tata letak persidangan, terdakwa tidak akan pernah duduk saling 
berhadapan dengan jaksa penuntut umum, karena kedudukan si terdakwa dalam 
persidangan lebih dikenal dengan istilah “kursi pesakitan”. 
Asas praduga tidak bersalah merupakan slah satu asas penting dalama 
proses peradilan pidana. Penerapan asas ini akan membuat seseorang tersangka 
atau terdakwa yang belum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap akan mendapatkan hak-haknya tanpa perkecualian atau 
perbedaan sehingga mempunyai kedudukan yang seimbang dengan penegak 
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hukum. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapat bantuan hukum, hak 
untuk segera diperiksa diperiksa dalam tahap penyidikan, hak untuk menyiapkan 
pembelaan serta hak lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Agar asas 
praduga tidak bersalah dapat diterapkan dengan baik, pemahaman para penegak 
hukum terhadap asas ini mutlak diperlukan . hal ini untuk menghindari terjadinya 
penyalagunaan wewenang dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa. Apabila 
dalam proses peradilan pidana, ada potensi asas praduga tidak bersalah tidak 
diterapkan yang dapat mengakibatkan hak asasi tersangka/terdakwa sebagai 
manusia tidak terlindungi. 
Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi 
penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah in dalam 
bentuk skripsi dengan judul “PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK 
BERSALAH SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 
masalaha terkait dengan judul skripsi yang dibahas yakni sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah dalam tata hukum 
pidana di indonesa.? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap asas praduga tidak bersalah 
dalam praktek peradilan pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.? 
3. Apakah yang menjadi kendala dan upayah apa yang harus dilakukan 





C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini difokuskan penelitiannya kepada penerapan asas 
praduga tidak bersalah terhadap terdakwa yang memberikan keterangan di muka 
pengadilan. 
Fokus penelitian ini adalah terkait asas praduga tidak bersalah dalam 
perkara tindak pidana korupsi dan untuk menghindari kekeliruan dalam 
memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan 
beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini. 
Kata “tersangka” dalam KUHAP pasal 1 butir 14 bahwa tersangka adalah 
seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
Kata “terdakwa” disebutkan dalam pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa 
terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 
pengadilan. Disebut terdakwa karena pada pemeriksaan sidang di pengadilan, 
orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut didakwa oleh jaksa 
Penuntut Umum melalui surat dakwaan.7 
Kata “Saksi” adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai 
sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli). Dalam 
meberikan keterangan dimuka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut 
agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai 
alat bukti;-(h.a): orang yang mengetahui dan menjamin sesuatu peristiwa itu 
adalah terang.8 
                                                             
7 R Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 361. 
8 J.C.T. Simorangkir, dkk., Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 151. 
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Kata “Korupsi” adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri 
dengan secara tidak langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian 
negara (lihat U.U No. 3 tahun 1971 tgl. 29 Maret 1971 tentang pemberantasan 
tidank pidana korupsi).9 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalama penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan dan teori dari 
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 
penelitian. Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa 
literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang 
relevan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut : 
Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana Indonesia” 
Dalam buku ini membahas tentang ruang lingkup hukum acara pidana di 
Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan 
pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dalam buku ini juga membahas tentang alat-alat 
bukti, sistem dan teori-teori pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia. 
Zulkarnain dalam bukunya “ Praktik peradilan pidana”. Dalam buku 
ini membahas tentang proses penyelesaian perkara pidana. Sejak dimulainya 
pemeriksaan tahap awal di kepolisian sampai pemeriksaan di pengadilan . didalam 
bukuny uga membahas mengenai pemeriksaan saksi dalam membuktikan benar 




                                                             
9 J.C.T. Simorangkir, dkk., Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 84. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan ini 
bertujuan : 
1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan aplikasi terhadap penerapan asas 
praduga tidak bersalah sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara 
tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.? 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan asas 
praduga tidak bersalah pada sistem peradilan perkara tindak pidana 
korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.? 
 
F. Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam 
pemahaman kita mengenai asas praduga tidak bersalah sebagaimana telah 
disinggung di muka, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoretik 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam 
pengembangan penelitian hukum acara pidana selanjutnya, khususnya 
teori hukum pidana yang dapat memberikan pencerahan tentang absurdnya 
pemahaman orang-orang tentang penggunaan asas praduga tidak bersalah 
dalam suatu perkara koeupsi yang ditangani di Pengadilan Negeri 
Makassar. 
b. Kegunaan Praktis 
Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang 
berarti dalam penerapan hukum di Indonesia mengenai asas praduga tidak 






A. Tindak Pidana 
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana  
Belanda yaitu strafbaar feit. walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, 
dengan demikian juga WvS Belanda  (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi 
tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli 
hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai 
kini belum ada keseragaman pendapat. 
Istilah-istilah yang pernah digunakan baik, dalam perundang-undangan yang 
ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah 
strabaar feit adalah sebagai berikut : 
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undang 
mengunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 tahun 1982 
tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 
11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 
Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 
Tahun. 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang 
mengunakan istilah ini secepat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (lihat 
buku Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia). 
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R 
Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J. van 
Schravendijk, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau Hukum 
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Pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca 
pasal 14 ayat 1). 
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan 
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan starfbaar feit. 
istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. 
Utrecht, S.H., walaupun juga beliau mengunakan istilah lain yakni 
peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Prof. A. Zainal Abidin 
dalam buku beliau Hukum Pidana I. Prof. Moeljatno pernah juga 
mengunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik_delik 
Percobaan Deli-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat 
dengan istilah perbuatan pidana. 
4. Pelangaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum 
Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja. 
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam 
buku beliau ringkasan tentang Hukum Pidana begitu juga Schravendjik 
dalam bukunya Buku pelajaran tentang Hukum Pidan Indonesia. 
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-
undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata Api dan 
Bahan Peledak (baca pasal 3). 
7. Perbuatan pidan, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai 
tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.10 
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan 
kedalam bahasa Indonesia dengan berbagi arti diantaranya, yaitu : tindak pidana, 
delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. 
                                               




Dalam praktek, para ahli didalam memkirkan definisi strfbaar feit atau tindak 
pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. 
Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (handeling) 
yang diancam oleh pidana dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum 
(onrechtmatig) dilakukana dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut 
dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, Karena 
meliputi:11 
a. Diancam pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan dengan seseorang dengan kesalahan; 
d. Seseorang itu di pandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Van Hammel juga berpendapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, 
tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang dapat dihukum”. Jadi, 
pengertian tindak pidana menurut Van Hammel akan meliputi lima unsur, sebagai 
berikut : 
a. Diancam dengan pidana hukuman; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 
d. Seseorang itu di pandang bertanggung jawab atas perbuatannya; 
e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. 
Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia 
yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu perbuatan 
manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.12 Pengertian 
                                               
11 Andi Hamzah,  Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 97. 
12 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), h. 97. 
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tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apa bila dibandingkan dengan rumusan 
tindak pidana dari simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tindak ada 
sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti : sifat melawan hukum, dilakukan orang 
dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan. Rumusan Vos 
seperti itu sama saja memberikan keterangan “een vierkantetafel is vier kant” 
(meja segi itu adalah empat), karena definisinya adalah tidak menjepit isinya, 
sedangkan pengertian “orang” dan “kesalahan” juga tidak disinggung, karena apa 
yang dimaksud strafbaar feit sebagai berikut : 
a. Pelanggaran atau pemerkosaan pelanggaran hukum (schending 
ofkreenking van een rechtsbelang); 
b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (het ingavearbrengen 
van een rechtsbelang) 
Sathochid kartanegara menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang dimaksud 
adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri 
atas tiga jenis, yaitu : 
a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (leveni), badan (lijik), 
kehormatan (eer) dan harta benda (vermogen); 
b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi : ketentraman dan keamanan 
(rusten orde); dan 
c. Kepentingan negara adalah keamanan negara. 
Moeljatno menerjemahkan istilah strafbaar feit sebagai “perbuatan pidana” 
dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel 
mengandung dua pengertian sebaga berikut:13 
a. Bahwa feit adalah strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah 
laku; 
                                               
13 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 56. 
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b. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang 
yang mengadakan kelakuan tadi. 
Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan pengertian 
“perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah 
kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan bukan kelakuan saja. 
Sehingga beliau berkata bahwa strafbaar feit itu sendiri atas handeling (kelakuan) 
dan gavelod (akibat). Sedangkan pengertian pada butir (2) juga berbeda dengan 
“perbuatan pidana”. Karena disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang 
merupakan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan 
pdana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu 
sifat dilarang dengan ancaman pidana apa bila dilanggar, atau perbuatan pidana 
dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan strafbaar feit bahwa itu 
mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan. 
Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau 
serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pisana. Selanjutnya, 
menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari 
perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat 
orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan 
lain, yaitu pertanggung jawaban pidana. 
Menurut Simons yang menyatakan bahwa strafbaar feit adalah 
perbuatan yang melawan hukum dengan kesengajaan yang dilakukan oelh 
orang yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Selanjutnya, Van Hammel merumuskan delik (strafbaar feit) itu 
sebagai berikut eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, 
onrechtmatig, strafwaarding en aan schuld te wijten (kelakuan manusia 
yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut di 
pidana dan dilakukan dengan kesalahan). 
Berdasarkan dari pengertian mengenai perbuatan pidana para ahli 
hukum pidana diatas, maka menurut penulis perbuatan pidana adalah suatu 
perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu secara 
melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam 
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undang-undang maupun didalam peraturan daerah.14 
Bertolak dari pendapat para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan yang 
yang dimaksud tindak pidana atau strafbaar feit, yaitu suatu rumusan yang 
memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas 
perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-
unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun 
perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan 
oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan 
bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggung jawabkan 
Karena perbuatannya. Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan 
tempat terjadinya suatu tindakan pidana sebagai syarat mutlak yang harus 
diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan tidak tercantum 
waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat 
penuntut umum dapat batal demi hukum. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut 
pandang, yakni : 
1. Dari sudut Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 
2. Dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 
perundang-undangan yang ada.15 
                                               
14 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris,  Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014), h. 193.  




Menurut Lamintang unsur delik terdiri dari atas dua macam, yakni unsur 
subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut : 
“yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedang 
yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana 
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur-unsur subjekti dari suatu tindak pdana itu adalah : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud di dalama pasal 53 ayat 1 KUHP. 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian,penipuan, pemerasaan, pemalsuan 
dan lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 
340 KUHP. 
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur yang objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : 
1. Sifat melawan hukum atau wederechtelijk. 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri 
dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus 
atau perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. 
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3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat.16 
Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindakan pidana 
yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang 
dlarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap perbuatannya 
dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak 
pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang 
dirumuskan sebagai tindakan pidana. Apabila salah suatu unsur yang dirumuskan 
sebagai tindak pidana. Apabila salah satu  unsur tindak pidana tidak terpenuhi, 
maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar 
diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru 
dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan 
itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaima yang dirumuskan 
didalam pasal-pasal undang-undang pidana. 
Adanya tindak pidana juga merupakan suatu alas an bagi negara di dalam 
menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat 
perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili 
maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu 
tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) 
maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau melakukan sesuatu). 
Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila 
salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan 
maksudnya akan berbeda. 
                                               
16 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris,  Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014), h. 196. 
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Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindakan pidana, maka 
perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut : 
a. Harus ada sesuatu kelakuan (gedraging); 
b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wetterlike 
omschrijiving); 
c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum); 
d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggung jawabkan) kepada pelaku; 
e. Kelakuan itu diancam dengan pidana. 
Untuk mendapat gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga 
suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, 
berikut ini dikutipkan rumusan tindak pidana yang dapat dijabarkan pasal 362 
KUHP, yang menyatakan sebagai berikut : 
“barang siapa mengambil barabg sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”17 
Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan didalam pasal 362 KUHP, 
sebagai berikut : 
a. Mengambil; 
b. Sesuatu barang; 
c. Kepunyaaan orang lain; 
d. Maksud untuk dimiliki secara melawan huku.18 
Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana yang 
dirumuskan didalam pasal 362 KUHP tersebut diatas, maka orang itu dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi apabila orang itu 
                                               
17 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h. 223. 
18 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 223. 
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hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah 
tempatnya, maka iya tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana 
pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi 
akan mempunyai arti dan maksdu yang berbeda. 
apabaila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam 
pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur dalam pasal 372 
KUHP. Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti 
: baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak 
terwujud, seperti : aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang 
disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang tidak bernilai uang, asal 
bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan pasal 362 
KUHP. Misalnya seseorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik 
tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat 
dikatakan “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak ternilai uang. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Sebelum dibicaran mengenai jenis-jenis delik atau tindak pidana, sekedar 
mengingatkan kembali bahwa tujuan diadakan hukum pidana adalah melindungi 
dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum, 
baik kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. 
Tiap-tpa perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaiman yang 
dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan 
kepentingan hukum yang dilanggar oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang 
memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik atau 
tindak pidana. 
Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan 
menurut pembagian delik tertentu, yaitu : 
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a. Delik kejahatan (Misdrijiven) dan Delik pelanggaran (overtradingen) 
Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang seharusnya 
dipidan karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu 
belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ni sering disebut 
mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebgai 
kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena 
merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan 
dengan keadilan. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itubarulah 
diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik 
pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibia atau delik 
setelah dirumuskan dalam undang-undang. 
b. Delik Formil (Formeel delict) dan delik Materil (Materiel Delict) Delik 
Formil (Formeel Delict) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah 
dikemukakan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-
undang yang bersangkutan. Delik formil ini masyarakat suatu perbuatan 
yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibat.. 
atau dengan perkataan lain yang dilarang undang-undang perbuatannya. 
Delik materil (materiel delict) dilarang yang ditimbulkan dari suatu 
perbuatan tertentu, dan perbuatan yang ditimbulkan bukan menjadi soal. 
Yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang 
ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang 
dilarang dalam delik materil adalah akibatya. 
c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa) Delik dolus 
adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan selik culpa adalah 
suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. 
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d. Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gawonen Delicten) 
Delik aduan (klacht delicten) adalah suatu delik yang dapat dituntut 
dengan mebutuhkan atau mengsaratkan adanya pengaduan dari orang yang 
dirugikan, artinya apa bila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat 
dituntut. Delik adauan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 
- Delik aduan absolute (absolute klachtdelict) adala delik mutlak 
membutuhkan pengaduan dari orang dirugikan untuk penuntutan. 
- Delik aduan relative (relative klachtdelict) adalah delik yang 
sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga 
menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga 
atau antara orang yang merugikan dan orang yang harus dirugikan 
terdapat hubungan yang bersifat khusus. 
Delik umum (Gewone Delicten) adalah suatu delik yang dapat dituntut 
membutuhkan adanya pengaduan. 
e. Deli Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus (DelictaPropia) 
Delik umum (delicta communia) adalah suatu delik yang dapat dilakukan 
oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut gamene delicten atau 
algamene delicten. Delik khusus (delicten propia) adalah suatu delik yang 
harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat 
tertentu, pegawai negeri atau anggota militer. 
f. Delik Commisionis, Ommisionis dan Commisionis perOmmisionem 
Commissa 
Delik Commisionis adalah suatu perbuatan yanag dilarang oleh undan-
undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan 
secara aktif berarti melakukan delik commisionis. Delik ommisionis 
adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila 
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perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengn tidak 
berbuat berarti melakukan delik ommisionis. Delik commisionisper 
ommisionem commisa adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat 
sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. 
g. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut 
Delik berdiri sendiri adalah delikyang harus dilakukan sekali perbuatan 
saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-
undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan sesuatu 
akibat. Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan 
dimana perbuatan satu dengan lainya saling berhubungan erat dan 
berlangsung terus menerus. 
h. Delik politik murni dan delik politik campuran 
Menurut konrerensi hukum pidana di koppenagen 1939 yang dimaksud 
dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik 
organisasi maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara 
yang bersumber dari situ.19 Dalam KUHP delik-delik politik juga diatur 
dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, misalnya undnag-
undang terorisme. Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan pada 
umumnya delik politik dibedakan menjadi duajenis, sebagai berikut : 
- Delik poltik murni adalah delik-delik yang ditujukan kepentingan 
politik. 
- Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat 
setengah politik dan setengah umum. Dengan perkataan lain bahwa 
delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya. 
                                               




i. Delik biasa dan delik berkualifikasi 
Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana 
tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya. Delik berkualifikasi adalah 
delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu 
yang dapat memperberatkan atau mengurangi ancaman pidananya. 
 
B. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Istilah korupsi berasal dari kata latin corruption artinya penyuapan, dan 
corrumpere diartikan merusak. Gejala dimana para pejabat badab-badab negara 
menyalah gunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya 
penyuapan, pemalsuan serta berbagi ketidak beresan lainnya. 
Pengertian korupsi menurut pendapat para ahli : 
1. Andi Hamzah: “korupsi berasal dari kata corruption atau corruptus yang 
secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, ketidak jujuran, dan tidak 
bermoral” 
2. Robert Klitgaard: “korupsi ada apabila seseorang secra tidak sah 
meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan 
sesuatu yang dipercaya kepdanya untuk dilaksanakan” 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa 
pengertian korupsi adalah penyalahgunaan wewenang demi kepentingannya 
sendiri. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada delapan tipe 
korupsi yaitu: 
1. Political bribery adalah termasuk kekuasaan dibidang legislative sebagai 
badan pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut 
dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada 
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masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan 
tertentu. Para penguasa berharap anggota yang duduk di parlemen dapat 
membuat aturan yang menguntungkan mereka. 
2. Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem 
kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang 
memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
3. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan 
pemilihan umum. 
4. Corrupt campaingn practice adalah praktek kampanye dengan 
mengunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang 
memegang kekuasaan Negara. 
5. Discretionary corruption yaitu korupsi yang dilakukan karena ada 
kebebasan dalam menentukan kebijakan. 
6. Illegal corruption ialah korupsi yamg dilakukan dengan mengacaukan 
bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan 
oleh aparat penegak hukum,baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun 
hakim. 
7. Ideological corruption ialah perpadun antara discretionary corruption dan 
illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. 
8. Mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata 
untuk kepentingan pribadi. 
Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal 
diatas dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa 
saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada undang-undang 
pemberantasan korupsi. Pengertian korupsi diatur juga dalam undang-undang 
28 
 
No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 
Tahun 2001, Yaitu: 
1. Pasal 2 ayat (1): “Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau seatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana…” 
2. Pasal 3:” setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana…” 
3. Barang siapa melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP yang ditarik 
sebagai tindak pidana korupsi, yang berdasarkan undang-undang No. 20 
Tahun 2001 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam 
KUHP tetapi langsung menyebutkan unsu-unsur yang terdapat dalam 
masing-masingpasal KUHP. 
4. Dalam undang-undang No. 28 Tahun 1999 penyelenggaraan negara yang 
bersih dab bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada pasal 1 butir 3, 
dimuat pengertian korupsi sebagai berikut: “ korupsi adalah tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”. 
Berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan 
undang-undang N0. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
dalam ketentuan Bab I, II, III dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam 




2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana 
korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam 
perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korups 
dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara  
(BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terlibat. 
Dalam pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan Tindak Kidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek 
hukum tindak pidana korupsi, yaitu: 
a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 
b. Pegawai negeriyang meliputi: 
1. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang 
dan tentang kepegawaian; 
2. Pegawai negeri sebagaiman yang dimaksud dalam kitab undang-
undang hukum pidana; 
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau 
daerah; 
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi daru bantuan 
dari keuangan negara atau daerah; 
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 
mengunakan modal atau fasilitas dari negara masyarakat. 
Sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 1,2 dan angka 3 UU Nomor 31 
Tahun 1999, pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menentukan 
komponen penyelengaraan negara, sebagai berikut: 
30 
 
a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; 




f. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, misalnya kepala perwakilan RI diluar negeri yang 
berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil 
gubernur, dan bupati/walikota; 
g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 
penyelengaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain tersebut meliputi: 
1. Direksi, komisaris dan pejabat structural lainya pada badan Usaha 
Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah; 
2. Pimpinan bank Indonesia dan pimpinan badan enyehatan perbankkan 
Nasional; 
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, 
mliter dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
5. Jaksa; 
6. Penyedik 
7. Panitera pengadilan; 
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.20 
                                               
20 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, 




3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 
Dasar hukum pemberantasan tindak pidan korupsi adalah sebagai 
berikut : 
1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas KKN. 
3. UU No 3. Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
4. UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
5. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang 
Bersih da Bebas KKN. 
6. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
7. PERPU RI No. 4 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 
2002 tentang Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 
8. PERPU UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
9. UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
10. Intruksi Presisen Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi. 
11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan 
dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
12. Peraturan Pemerntah No. 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen 





C. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) 
Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana pada penjelasan umum dalam KUHAP 
terkait Asas Praduga Tidak bersalah  (Presumption of Innocence) butir 3c 
sebagai berikut : 
Penjelasan Umum 
Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara 
pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan 
dasar negara, maka sudah seharusnyalah di dalam ketentuan mater pasal atau ayat 
tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara 
seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya. 
Asasa yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat 
manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang ketentuan-
ketentuan pokok kekuasaan ke hakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. 
Adapun asas tersebut antara lain, adalah : 
“setiap orang yang disangka, ditangkap,ditahan, dituntut dan atau 
dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 
sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum tetap”21 
Praduga tidak bersalah (presumption of Innocence) asas ini disebut dalam 
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : “Setiap orang 
yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang 
                                               
21 R Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, op.cit., h. 490. 
33 
 
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”22 
Asas praduga tidak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi 
peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap 
balas dendam suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua 
pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan 
prosedur hukum yang berlaku . 
Nico Keijzer menyatakan bahwa selama ini telah terdapat salah pengertian 
tentang asas praduga tidak bersalah, antara lain si tersangka/terdakwa dianggap 
bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan 
dengan dilakukannya penyidikan, penagkapan, dan penahanan. Pengertian asas 
praduga tidak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur 
yang pokok dalam prosedur peradilan pidana. Dikatakan bahwa 
tersangka/terdakwa tidak/belumdianggap bersalah dan tidak harus membuktikan 
ketidakbersalahannya sendiri, tetap akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, 
yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan 
mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang yang tidak bersalah. 
Salah pengertiannya adalah opini/pendapat yang membingunkan antara pengertian 
tentang seseorang terdakwa diduga tidak bersalah (Presumption of Innocence), 
kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian seseorang 
terdakwa diduga bersalah (Presumpton of Guilt), kemudian iya dibuktikan 
sehingga tidak bersalah. 
Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tidak bersalah adalah seseorang 
tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak 
                                               




boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat 
dikenakan penagkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, 
semua pihak termasuk penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi 
tersangka/terdakwa. 
Pengakuan tentang asass praduga tidak bersalah berhubungan erat dengan hak-
hak asas manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya 
adalah tersangka tau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai 
kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karena hak-hak tersangka 
atau terdakwa juga harus dihormati. Untuk menopang asas praduga tidak bersalah 
dalam pengakuan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang 
wajib dihormat dan dilingdungi oleh para penegak hukum. 
Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tidak bersalah adala 
asas utama proses hukum yang adil (due process of law), yang mncakup sekurag-
kurangnya : 
a. Perlindungan terhadap tindakan sewenag-wenang dari pejabat 
negara; 
b. Bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya 
terdakwa; 
c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka  (tidak boleh bersifat 
rahasia), dan; 
d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-
jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. 
Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mencantumkan secara 
tegas dalam satu pasal tertentu mengenai asas parduga tidak bersalah. Asas ini 
dapat ditemukan dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam 
Undang-Undang No.12 Tahun 1970 sebagaiman diubah dengan Undang-Undang 
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No.35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 
tentang kekuasaan kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana dan Bab III Keputusan  Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa, 
“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan 
didepan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap.” Sementara itu, di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, 
asas praduga tidak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu 
pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagan Mengingat angka 3 dan dalam Penjelasan 
Umum angka 3 huruf c. 
Dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang pedoman pelkasanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang isinyaantara lain : 
Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat 
hak-hak seperti: hak untuk segera mendapat pemeriksaan dalam fase 
penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan dalam face penyidikan, 
hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan 
yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangka kepdanya 
dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan 
pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk 
mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan junjungan 
keluarga.23 
                                               
23 H. zulkarnain Lubis dan H. Bakri Ritonga. Dasar-Dasar Hukum acara Jinayah. 
(Jakarta: Kencana, 2016). H. 28. 
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Yahya Harahap mengatakan bahwa  dengan dicantumkan praduga tidak 
bersalah dalam KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah 
menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan 
hukum (law enforcement) sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tidak 
bersalah adalah seseorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu 
tindak pidana, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah 
meskipun kepadanya dapat dikenakan penagkapan/penahanan menurut undnag-
undang yang berlaku. Jadi  semua pihak termasuk penegakan hukum harus tetap 
menjunjung tinggi hak asasi tersanga/terdakwa. 
Pengakuan terhadap asas praduga tdak bersalah dalam hukum acara pidana 
yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk 
memberikan perlindungan dan jaminan terhdap seseorang manusia yang telah 
dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar 
jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua memberikan pedoman pada petugas 
agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karean yang 
diperiksanya itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama 
dengan yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, asas praduga tidak 
bersalah berkaitan dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana 
seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penagkapan sampai adanya 
putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Dapat dikatakan bahwa indikator 
peneraan asas praduga tidak bersalah  adalah proses penyidikan khususunya 
dalam penagkapan dan penahanan, pada proses penuntutan dan pemeriksaan 
dipersidangan. 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan asas praduga tidak bersalah 
mengandung pengetian bahwa walaupun seseorang diduga keras melakukan suatu 
tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka 
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tetap harus dihargai hak asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama 
pemeriksaan, tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan 
setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak bersalah. 
Sedangkan dialam islam makna dari asas praduga tidak bersalah atau dikenal 
dengan istilah presumption of innoncence adalah seseorang yang disangka, 
ditangkap, ditahan, dan dihadapkan di muka persidaangan sampai dengan adanya 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 8 Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam 
penjelasan umum butir 3c KUHAP, dan hal itu harus ada bukti-bukti yang cukup 
dan sah bahwa dirinya bersalah atau tidak. Asas praduga tidak bersalah itu 
diberlakukan semata-mata untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari ketidak 
pastian hukum karena hal ini menyangkut harkat dan martabat manusia yang 
harus dilingdungi dan memperoleh haknya sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku. Apabila haknya tidak terpenuhi, maka dia bisa menuntut haknya baik 
kerugian materil maupun immaterial. 
Penerapan asas presumption of innocence selama proses peradilan masih 
berjalan, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi selagi di tingkat 
pertama, banding  maupun kasasi selagi belum memperoleh kekuatan hukum tetap 
(inkracht van gewijsde), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah 
sebagai pelaku tindak pidana. Untuk itu, selama proses peradilan pdana baginya 
mendapatkan beberapa hak sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu 
segera mendapat pemeriksaan dalam tahap penyididkan hak segera mendapat 
pemeriksaan oleh pengadilan, hak mendapatkan juru bahsa, hak memeperoleh 
bantuan hukum, dan hak mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. 
Dalam hukum pidana islam, pemberantasan asas praduga tidak bersalah tidak 
dijelaskan secara spesifik hanya pada pemutusan sebuah perkara, jadi apabila 
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hakim dalam hal memutuskan sebuah perkara karena kurangnya bukti-bukti yang 
kuat dan sah yang menyebabkan keraguan (syubhat), maka lebih baik hakim 
membebaskan. Sikap tersebut didalam kaidah fikih disebutkan idraul hudud bi 
syubhan. Jadi, seseorang hakim tidak boleh ragu tetapi harus berdasarkan 
keyakinan tanpa sedikit pun keraguan. Karena keraguan bisa menjadi alas an 
dihapuskannya hukum. misalnya, dalam hal zina harus ada empat orang saksi, 
apabila kurang maka seseorang harus dibebaskan karena kurangnya alat-alat 
bukti. 
Adapun dalam hukum positif di sini yang menganut sistem common law yang 
mengadopsi hukum barat ditegaskan dengan bunyi kalmat “proven guilty beyond 
reasonable doubt,” yang berarti dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang 
sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali. Atas dasar itu, asas praduga 
tidak bersalah harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum mulai dari 
penangkapan sampai dengan putusan pengadlan tanpa melihat adanya faktor-
faktor tertentu. 
Menegenai asas ini di dalam kaidah ususl figh ada disebut bahwa, 
“lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada menghukum 
orang yang tidak bersalah.”24 
 
D. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa 
Adanya hak-hak hukum bagi tersangka dan terdakwa,itu sudah 
dapat ditelusuri sejak awal. Rumusan pengertian hukum asas kedua status 
itu, bahkan sebelum KUHAP tidak dibedakan antaranya. Pasal 1.14 
KUHAP menyatakan: tersangka adalah seseorang yang karena 
                                               
24 H. zulkarnain Lubis dan H. Bakri Ritonga. Dasar-Dasar Hukum acara Jinayah. 
(Jakarta: Kencana, 2016). H. 28. 
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perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga 
sebagai pelaku tindak pidana. Intinya dari penentuan status tersangka itu 
terletak pada “dugaan” dan “bukti permulaan”yang masih memerlukan 
penyelidikan dan penyidikan sampai pada tahan pengajuan surat dakwaan 
nanti dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan acara persidangan. 
Selanjutnya, pasal 1.15 merumuskannya akan menjadi berstatus 
terdakwa adalah seseorang tersaangka yang dituntu, diperiksa, dan diadili 
di sidang pengadilan (sic). Seyogianya, alur rumusan itu berisikan: 
tersangka, yang sedang didakwa (menurut surat dakwaan), diperiksa, dan 
dituntu untuk diadili dalam acara sidang pengadilan. Selama berstatus 
sebagai tersangka atau terdakwa itu, tetap berlaku baginya asas praduga 
tidak bersalah. Namun, pengunaan asas itu adalah perlindungan hak-hak 
keperdataanya tidak boleh sampai diabaikan atau ditiadakan , misalnya 
dalam status pekerjaan atau profesinya, hak keperdataan untuk melakukan 
perbuatan hukum sepert jual beli, serah terima, dan sebagainya, dengan 
syarat itu dilskuksnnys tidak dalam keadaan terpaksa fisik dan psikis. 
Sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) kelompok hak-hak tersangka/ 
terdakwa yang secara tegas diatur dalam KUHAP.  
1. Hak untuk segera diperiksa. Pasal 50 KUHAP menentukan pemeriksaan 
segera itu untuk:  
a. Di penyidikan. 
b. Diajukan ke sidang pengadilan, dan. 
c. Diadili dan mendapat putusaan pengadilan. 
2. Hak untuk melakukan pembelaan, yang diatur antara lain dalam pasal 51-
57 KUHAP. Hak-hak pembelaan diri ini melputi sekurang-kurangnya 8 
(delapan) hal, yakni: 
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a. Berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahsa yang dimengerti 
olehnya tentang apa yang disangka/didakwakan. 
b. Hak pemberitahuan itu berlaku mulai pada waktu pemeriksaan. 
c. Pemberitahuan itu juga terdapat apa yang didakwakan di persidangan 
pengadilan yang sedang memeriksa dan mengadili. 
d. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas di semua tingkat 
pemeriksaan. 
e. Berhak mendapat juru bahasa. 
f. Berhak mendapat bantuan hukum pada semua tngkat pemeriksaan dan 
setiap waktu yang diperlukan. 
g. Bebas memilh penasihat hukumnya. 
h. Wajib didampingi penasihat hukum dalam hal tersangka/terdakwa 
dipersangkakan tindak pidana. 
3. Hak tersangka/terdakwa selama dalam penahanan. Hak-hak ini pda intinya 
sbagai saran informasipribadi dalam pasal 58-65 KUHAP, yang meliputi 
sekurang-kurangnya 6 (enam): 
a. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk 
kepentingan kesehatan untuk proes perkara atau yang tidak 
berhubungan dengan itu. 
b. Pemberitahuan status dan tempat penahanan kepada pihak keluarga 
atau orang yang serumah dengannya. 
c. Hak menerima keluarga dan advokat. 
d. Hak atas kunjungan sanak keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau 




e. Hak untuk surat-menyurat dengan advokat atau sanak keluarganya, 
namun surat itu berhak juga untuk ditilik oleh pejabat yang menahan 
jia diduga cukup alas an surat itu disalahgunakan surat yang dibuka 
dan dibaca diberi tanda/cap”telah ditilik”. 
f. Hak untuk tidak dibebani pembuktian (pasal 66: salah satu wujud 
pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah). 
4. Hak terdakwa selam dalam persidangan, terdiri atas: 
a. Hak terdakwa untuk diadili pada sidang yang terbuka untuk umum. 
b. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atau 
saksi ahli yang menguntungkan terdakwa (pasal 65 KUHAP menyebut 
ini sebagai hak tersangka atau terdakwa, yang berarti bisa juga 
diajukan sejak dalam tahap penyidikan di tingkat kepolisian). 
c. Hak untuk tidak dibebani pembuktian (pasal 66: salah satu wujud 
pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah). 
5. Hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum biasa seperti banding dan 
kasasi, juga untuk upaya hukum luar biasa untuk peninjauan kembali. Hak 
ini pun melekat pada jabatan jaksa penuntut umum (tidak semua putusan 
bisa dimintakan banding, karena ada kekecualian untuk tiga macam 
putusan), yakni: 
a. Bebas (vrijspraak). 
b. Lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). 
c. Putusan pengadilan dalam acara cepat. 
6. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan 




7. Hak tersangka setelah putusan pengadilan diucapkan di persidangan 
(dalam pasal 196 ayat (3)) meliputi: 
a. Menerima atau menolak putusan. 
b. Mempelajari putusan selama dalam tengang waktu tujuh hari. 
c. Menerima penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu 
yang ditentukan untuk dapat langsung mengajukan grasi, dalam hal itu 
menerima putusan. 
d. Meminta banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. 
e. Mencabut pernyataan tentang menolak atau menerima, selama dalam 
tenggang waktu. Kelima hak ini sebenarnya hanya tiga kemungkinan 
menerima, menolak, atau berfikir sementara waktu (hak piker-pikir).25 
  
Pengakuan tentang asas praduga tidak bersalah berhubungan erat 
dengan hak-hak asas manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. 
Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak 
bersalah) mempunya kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan 
oleh karena hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati untuk 
menopang asas parduga tidak bersalah dalam penegakan hukum, mka 
KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan 
dilingdungi oleh para penegak hukum. Dengan adanya hak-hak yang 
diakui oleh hukum, maka kedudukan tersangka/terdakwa menjadi 
sejajaran dengan penegakan hukum dan berhak menuntut perlakuan yang 
digariskan dalam KUHAP seperti pada Bab VI, yaitu : 
a. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan 
                                               
25 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, (bogor: Ghalia 
Indonesia,2012), h. 118. 
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penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 
dipertegas dalam pasal 50 KUHAP seperti pada Bab VI, yaitu : 
1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh 
penyididkan dan selanjutnya dapat diajukan kepda Penuntut 
Umum. 
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan 
oleh Penuntut Umum. 
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. 
Undang-undang ini tidak menjelaskan arti kata “segera” ini, tetapi 
Yahya Harahap mencoba mengartikannya sebagai “ secepat mungkin” 
atau “sekarang juga” tanpa menunggu lebih lama. Hal ini bertujuan 
supaya menjauhkan kemungkinan nasib tersangka terkatung-katung, 
jangan sampai lama pemeriksaan sehingga dirasakan tidak ada 
kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan 
ketidakwajaran, serta demi mewujudkan asas peradilan sederhana, 
cepat dan biaya ringan. Namun demikian, ternyata tidak ada sanksi 
hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pejabat yang menyia-yiakan 
hak ini. 
b. Hak untuk melakukan pembelaan 
1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam 
bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan 
kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51 (1)); 
2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam 
bahsa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan 
kepadanya.(pasal 51 ayat (2)). 
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3. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, 
tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara 
bebas kepada penyidik atau hakim (pasal 52) 
Menurut Yahya Harahap, hak kebebasan memberikan 
keteranga dapat diartikan memberikan keterangan yang 
dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan 
baginya. Meskipun ada ketentuan demikian dalam KUHAP, 
tetapi tidak ada jaminan bahwa dalam praktek tidak aka nada 
tindakan kekerasan demi mendapatkan keterangan dari 
terangka/terdakwa. 
4. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 
tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu 
mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 177 (pasal 53 ayat (1)); 
5. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli 
diberlakukan ketentuan sebagimana dimaksud dalam pasal 178 
(pasal 53 ayat (2)); 
6. Gunakan kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa 
berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih 
penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 
pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-
undang ini (pasal 54); 
7. Untuk mendapat penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, 
tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat 
hukumnya (pasal 55); 
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8. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati 
atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi 
mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima 
tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum 
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat 
hukum bagi mereka (pasal 56 ayat (1)); 
9. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuanya 
dengan Cuma-Cuma (pasal 56 ayat (2)). 
Hak untuk mendapat bantuan penasihat hukum merupakan 
prinsip yang diatur dalam pasal 56 KUHAP dan merupakan 
bagian yang tidak terpisah dari asas praduga tidak bersalah. 
 
c. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan 
Hak- hak yang telah disebutkan di atas adalah hak yang berlaku 
pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada 
dalam penahanan maupun di luar penahanan. Selain itu, masih ada hak 
lain yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam 
tahanan, yaitu : 
1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan 
undang-undang ini (pasal 57 ayat (1)); 
2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang 
dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara 
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dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses 
perkaanya (pasal 57 ayat (2)); 
3. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya 
untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya 
dengan proses perkara maupun tidak (pasal 58); 
4. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang 
berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah 
dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan 
hukum atau jaminan bagi penangguhannya (pasal 59); 
5. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari fihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan 
atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna 
mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun 
untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (pasal 60); 
6. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan 
perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima 
kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada 
hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk 
kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan 
(pasal 61); 
7. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada 
penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat 
hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlakukan 
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olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa 
disediakan alat tulis menulis (pasal 62 ayat (1)); 
8. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan 
penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa 
oleh penyidik. Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat Rumah 
Tahanan Negara kecuali jika terdapat cukup alas an untuk 
diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan (pasal 62 ayat 
(2)); 
9. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau 
diperiksa oleh penyidik, Penuntut Umum, Hakm atau pejabat 
Rumah Tahana Negara, hal itu dibertahukan kepada tersangka 
atau terdakwa dan surat tersebut dkirim kembali kepadanya 
pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik” 
(pasal 62 ayat (3)); 
10. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari rohaniwan (pasal 63). 
d. Hak tersangka dimuka persidangan 
Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa 
selama dalam proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga 
memberikan hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan 
persidangan, yaitu : 
1. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang 
terbuka untuk umum (pasal 64); 
2. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan 
mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian 
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khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan 
bagi dirinya (pasal 65); 
3. Tersangka atau terdakwa tidak dibebankan kewajiban 
pembuktian (pasal 66); 
4. Terdakwa atau Penuntu Umum berhak untuk minta banding 
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap 
putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang 
menyangkut masalah kurungan tepatnya penerapan hukum dan 
putusan pengadilan dalam acara cepat (pasal 67); 
5. Tersangka tau terdakwa berhak menuntut kerugian dan 
rehabilitasi sebagaimana ditur dalam pasal 95 dan selanjutnya 
(pasal 68).26 
 
                                               





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) yaitu prosedur penelitian yang yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. Secara sederhana, penelitian lapangan 
digunakan untuk memperjelas kesesuaian antar teori dan praktik. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahsan penulisan skripsi ini, maka 
penulis melakukan penelitian di Kota Makassar Difokuskan ke 
Pengadilan Negeri Makassar, Jl.R.A Kartini No. 18/23, Makassar, 
Sulawesi selatan. Adapun alasan memilih lokasi ini sebagai lokasi 
penelitian yakni adanya putusan pengadilan yang terkait atau 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan 
penelitian. Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta 
pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini adalah 
penelitian yuridis normatif. 
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Adapun pendekatan normatif adalah pendekatan undang-undang 
atau regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani.27 
 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pakar, narasumber dan pihak-pihak terkait dengan 
penulisan skripsi ini. 
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang dipeoleh dari instansi 
lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada 
relevansinya dengan materi yang dibahas. Data sekunder terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum 
tersier yang dikumpul berdasarkan topik permasalahan yang 
dirumuskan : 
a. Bahan hukum primer, berupa undang-undang hukum acara pidana. 
b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, 
buku, artikel ilmiah dan lain-lain. 
c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KKBI) 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain mengunakan metode-metode sebagai berikut : 
                                                             




1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan masalah yang penyusun teliti yaitu dokumen 
putusan. 
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara lisan, tertulis 
dan terstruktur dengan mengunakan daftar pertanyaan yang telah 
disusun terlebih dahulu untuk mendapat informasi.28 Dalam hal ini 
dilakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar 
yang ada keterkaitan dengan penelitian ini. 
3. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejalah yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi ini, 
digunakan untuk mengumpulkan data tentang putusan pengadilan. 
 
E. Instrument Penelitian 
Instrument penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data 
penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan 
adalah wawancara, dokumen dan observasi, instrument penelitian inilah 
yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis 
1. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses 
mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat 
penelitian, metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah : 
a. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
                                                             




dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal 
ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data yang 
dioperoleh dari hasil wawancara. 
b. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian keputusan maupun penelitian lapangan pokok pangkal pada 
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap 
data tersebut. 
 
2. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data pimer 
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara 
penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisis 
kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkap dan mengambil 
kebenaran yang diperoleh dari keputusan dan penelitian lapangan yaitu 
dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, 
buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan topik yang tengah diteliti. 
Analisis kualitatif dilakukan dengan jalan memberi penilaian 
bagaimana penyelesaian sengketa analisis hukum terhadap Penerapan 
Asas Praduga Tidak Bersalah serta pertimbangan hakim akan 
keberadaannya. Selanjutnya kemudian dipaparkan secara deskriptif  
yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan  







G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan 
materi sebagai berikut : 
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 

























A. Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Tata Hukum di 
Indonesia 
1. Pemahaman Penegak Hukum Terhadap Konsep Asas Praduga Tidak 
Bersalah 
Dalam hukum di Indonesia dikenal istilah asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) hal ini di atur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 
8 ayat (1) atau biasa disebut (UU Kekuasaan Kehakiman), begitu pula di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada penjelasan umum 
butir ke 3 huruf C. ketentuan ini, menginginkan agar setiap orang yang menjalani 
proses perkara tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) atau biasa di 
sebut (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yaitu: “Setiap orang yang 
disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib 
dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahanya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Sedangkan dalam KUHAP, asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam 
Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “setiap orang yang disangka, 
ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, 
wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.29 
                                                             
29 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, (Jakarta : Rajawal Pers, 2014), h. 490. 
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Asas praduga tidak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang 
disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib 
dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan, yang menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan asas ini 
maka setiap orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus 
diperlakukan sebagaimana layaknya manusia yang tidak bersalah, dengan segala 
hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada dirinya. Ia tidak boleh diperlakukan 
secara sewenang-wenang dan di luar batas perikemanusiaan. 
Asas praduga tidak bersalah merupakan pengarahan bagi para penegak 
hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak selama dalam proses 
penyidikan maupun persidangan. Hal ini untuk menghidari adanya 
penyalahgunaan wewenang terhadap tersangka atau terdakwa selama proses 
tersebut berlangsung yang dapat melanggar hak-hak mereka sebagai manusia. 
Dengan diterapkannya asas praduga tidak bersalah, duharapkan hak-hak tersangka 
dan terdakwa tetap terlindungi, meskipun secara fakta berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup mereka diduga bersalah melakukan tindak pidana. Intinya, 
asas praduga tidak bersalah ini bersifat legal normative dan tidak berorientasi 
pada hasil akhir. Oleh karenanya, perlunya pemahaman yang serius oleh penegah 
hukum terkait asas praduga tidak bersalah dalam peroses beracara. 
 
2. Fungsi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Pemeriksaan Pada 
Tingkat pengadilan 
Asas praduga tidak bersalah ialah asas yang menyatakan bahwa seseorang 
tersangka atau terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sampai adanya keputusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini demi menghasilkan peradilan 
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yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Selain apa yang telah dijelaskan di 
dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, landasan lain yang dapat 
memperkuat asas tersebut dapat kita lihat pada BAB VI di dalam KUHAP yang 
mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa yaitu : 
1. Tersangka dan terdakwa berhak perkaranya segera diadili oleh 
pengadilan. (pasal 50 ayat (3) KUHAP); 
2. Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas tentang apa yang 
disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengertinya pada waktu 
persidangan dimulai (pasal 51 butir (a)); 
3. Terdakwa berhak diberitahukan tentang apa yang didakwakan 
kepadanya dalam bahasa yang dimengertinya (pasal 51 butir (b)); 
4. Tersangka dan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas 
kepada penyidik dan hakim (pasal 52); 
5. Tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan juru bahasa selama 
proses pemeriksaan di Pengadilan (pasal 53 (1)); 
6. Tersangka dan terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum 
yang telah dipilih sendiri selama proses pemeriksaan (pasal 54); 
7. Tersangka dan terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya 
(pasal 55); 
8. Tersangka atau terdakwa berhak diberi penasihat hukum oleh pejabat 
yang bersangkutan apabila tersangka diancam pidana mati atau 
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan bagi mereka yang 
tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih dengan biaya 
Cuma-Cuma (pasal 56 ayat (1) dan (2)); 
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9. Tersangka dan terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang (pasal 57 ayat (1)); 
10. Tersangka dan terdakwa berkebangsaan asing yang dikenakan 
penahanan berhak menghubungi perwakilan negaranya dalam proses 
perkaranya (pasal 57 (2)); 
11. Tersangka dan terdakwa yang ditahan berhak dikunjungi tenaga 
kesehatan baik adanya hubungan perkara ataupun tidak (pasal 58); 
12. Tersangka dan terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
diberitahukan oleh pejabat atas penahanannya kepada keluarga dan 
orang yang serumah dengannya pada semua tingkat pemeriksaan 
(pasal 59); 
13. Tersangka dan terdakwa berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan 
ataulainya dengn tersangka dan terdakwa guna mendapatkan jaminan 
bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan 
bantuan hukum (pasal 60); 
14. Tersangka dan terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara 
penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sana 
keluarga dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara 
tersangka dan terdakwa untuk kepentingan kekeluargaan (pasal 61); 
15. Tersangka dan terdakwa berhak mengirim surat kepadanya penasihat 
hukum dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak 
keluarganya, untuk keperluan itu dan disediakan alat tulis menulis 
(pasal 62 ayat (1)); 
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16. Tersangka dan terdakwa berhak menerima rohaniawan (pasal 63); 
17. Terdakwa berhak untuk di adili didepan sidang pengadilan yang 
terbuka untuk umum (pasal 64); 
18. Tersangka dan terdakwa berhak mengusahak untuk mengusahakan dan 
mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus 
guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya (pasal 
65); 
19. Tersangka atau terdakwa tidak dibeban beban pembuktian (pasal 66); 
20. Terdakwa atau penuntu umum berhak meminta banding terhadap 
putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 67); 
21. Tersangka dan terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan 
rehabilitasi (pasal 68);30 
Berkaitan dengan apa yang dijelaskan sebelumnya mengenai hak-hak 
tersangka dan terdakwa, penulis berpendapat bahwa hak yang diberikan kepada 
tersangka dan terdakwa bukan untuk membela tersangka dan terdakwa dari apa 
yang disangkakan kepadanya, akan tetapi hak ini berfunsi agar tercipta hukum 
yang tidak memihak didalam peradilan. Selain itu asas “Equality Before The Law 
adalah persamaan didepan hukum”.31 Asas ini menjelaskan dengan tegas bahwa 
setiap orang harus didudukkan sejajar didepan hukum tidak ada perbedaan 
diberlakukanya dalam bidang hukum dalam kasusu apapun. 
                                                             
30 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 
Pidana, bab VI, pasal 50-68. 
31 Sutantoaray, Equality Before The Law Dalam Presfektif. Diakses Dari 
https://wordpress.com. Pada Tanggal 8 januari 2018, Pukul.22.18.  
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Asas praduga tidaak bersalah adalah asas yang sangat penting didalam 
hukum di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa selain penegak hukum, 
masyarakat umum juga perlu pemahaman terkait penerapan asas praduga tidak 
bersalah, hal ini adalah salah satu kunci agar tidak terjadi “main hakim sendiri di 
dalam masyarakat”. Demi terciptanya hukum yang humanis yang ada dalam setiap 
diri manusia yang bermoral yang dilandasi dengan etika. 
B. Pandangan Hakim Terhadap Terhadap Penggunaan Asas Praduga 
Tidak Bersalah Dalam Peradilan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi 
1. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 
85/PID.SUS.Tpk/2016/PN.MKS 
Nama Lengkap  : H. Hasanuddin 
Tempat Lahir  : Desa Liu, Kecamatan Sambangparu, Kabupaten 
Wajo 
Tanggal Lahir  : Desember 1959 
Umur    : 57 Tahun 
Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
Kebangsaan   : Indonesia  
Tempat Tinggal  : Jln. Beringi, Kelurahan Bulupabbaulu, Kecamatan    
Tempe, Kabupaten Wajo 
Agama    : Islam 
Pekerjaan   : Wiraswasta 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Pertama 




1. Penyidik : tidak melakukan penahanan 
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 09 September 2016 s/d tanggal 28 
November 2016 
3. Majelis Hakim : sejak Tanggal 10 November 2016 s/d tanggal 09 
Desember 2016 
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar : sejak tanggal 10 Desember 
2016 s/d tanggal 07 Februari 2107 
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar : sejak tanggal 08 Februari 
2017 s/d tanggal 09 Maret 2017 
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makkassar : sejak tanggal 10 Maret 
2017 s/d tanggal 08 April 2017 
Untuk memeriksa didepan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada 
Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa di damping Penasihat Hukum bernama : 
Drs.ing. Andi Ware, S.H., M.H, Herung Warouw, S.H., M.H, Herdia, S.H, dan 
muliana, S.H, kesemuanya Advokat, berkantor di posbakun kantor Pengadilan 
Negeri Makassar, Jln cendrawasi No. 285, Kota Makkassar, berdasarkan surat 
kuasa tanggal 24 November 2016. 
Telah menbacakan penetapan ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Makassar Nomor : 85/PID.SUS.Tpk/2016/PN.MKS, tanggal 10 
November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara tersebut. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, 
telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa 
dalam perkara ini, telah mempelajari surat bukti/barang bukti dalam perkara ini, 
dan telah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum tanggal 08 
februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan 
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Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa H. Hasanuddin tidak bersalah melakukan atau 
turut melakukan perbuatan dengan secara melawan hukum telah 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuagan negara atau 
perekonomian negara sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 
primair. 
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa H. Hasanuddin dari dakwaan 
primair tersebut. 
3. Menyatakan terdakwa H. Hasanuddin terbukti secara bersalah atau 
turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri  
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan keuangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuagna negara atau perekonomian 
negara, sebagaiman dalam dakwaan subsidiary. 
4. Menyatakan barang bukti berupa: 
a. 1 (satu) rangkap copy laporan pertanggung jawaban alokasi APBN 
dana desa tahap 1 (satu) desa ugi, kecamatan sabbangparu, 
kabupaten wajo; 
b. 1 (satu) rangkap copy laporan pertanggung jawaban alokasi APBN 
dana desa tahap II; 
c. 1 (satu) rangkap copy lapran pertanggung jawaban alokasi APBN 
dana desa tahap III (tiga) tahun anggaran 2015; 
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d. 1 (satu) rangkapap copy surat bupati wajo prhal penyampaian 
tentang mekanisme dana desa No.140/367/BPMDK, tanggal 03 
juni 2015; 
e. 1 (satu) rangkap copy daftar uji kelengkapan pengajuan 
permohonan pencairan dana desa tahun anggaran 2015; 
f. 1 (satu) rangkap copy peraturran desa ugi N0. 7 tahun 2015 tentang 
pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB desa tahun 
anggran 2015; 
g. 1 (satu) rangkap copy peraturan bupati wajo No. 18 tahun 2015 
tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa dalam 
daerah kabupaten wajo tahun anggaran 2015; 
h. 1 (satu) rangkap rencana anggaran dan biaya (RAB) pelaksanaan 
jalan tani salopokko desa ugi kecamatan sabbangparu; 
i. 1 (satu) rangkap copy rekening Koran desa ugi kecamatan 
sabbangparu pada bank BPD sulsel kab. Wajo. 
j. 1 (satu) rangkap copy perihal pencairan dana desa tahap I (satu) 
Nomor : 900/01/DU/VIII/2015, tanggal 03 agustus 2015. 
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar : 
5.000.- (lima ribu rupiah). 
Setelah mendengar pembelaan (pledoi) penasihat hukum terdakwa yang 
diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 februari 
2017, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakm menjatuhkan putusan 
sebagaimana berikut: 
1. Melepaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum; 
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2. Jika yang mulia berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-
adilnya. 
Setelah mendegar replik penuntut umum dan duplik penasihat hukum 
terdakwa yang masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum 
tetap pada tuntutan dan penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya. 
 
a. Duduk Perkara 
Pada tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 249.921.500 untuk 
pekerjaan Pekerasan Jalan Tani Salopokko Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu 
Kabupaten Wajo yang mana dana tersebut berasal dari dana desa yang bersumber 
dari APBN Tahun 2015. Maka pada tanggal 25 Juni 2015 dibuatlah Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Perkerasan Jalan Salopokko Desa Ugi 
Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. Dan disusun Gambar Rencana 
Prasarana serta Rekapitulasi Harga Pekerjaan senilai yang tertera dalam Rencana 
Anggaran Biaya, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ugi (Alm) Adndi 
Amiruddin Amal, serta Ketua Tim Pengelola Kegiatan Andi Anto Darmawan dan 
Jamaluddin Tenaga Teknis serta mengetahui Camat Sabbangparu Drs. Andi 
Ismirar Sentosa, M.Si. 
Andi Anto Darmawan yang ditujuk sebagai Ketua Tim pengelola Kegiatan 
(TPK) Desa ugi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ugi Nomor 10 tahun 2015 
tentang penetapan Tim Pengelola Kegiatan Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu 
dengan salah satu tugas pokoknya adalah membuat dan menandatangani surat-
surat yang berkatan dengan pekerjaan Pekerasan Jalan Tani Salopokko Desa Ugi 
tersebut. Andi Anto Darmawan selaku Ketua Tim Pengelola Kegatan 
menandatangani Surat Persetujuan Penawaran yang ditujukan kepada Pimpinan 
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Toko Cahaya Tiga Lima. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Berita Acara 
Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 25 Agustus 2015 yang menyepakati biaya 
Pekerjaan Jalan Tani Salopokko. Berselang 1 hari kemudian tepatnya pada tanggal 
27 Agustus 2015 dibuatlah Surat Perjanjian kerjasama, dimana dalam surat 
perjanjian tersebut seolah-olah telah terjadi perjanjian kerjasama antara Andi Anto 
Darmawan selaku Ketua TPK dan H. Hasanuddin selaku Pimpinan Toko Cahaya 
Tiga Lima bertempat dikantor Desa Ugi. 
Pada tanggal 08 Agustus 2015 Andi Anto Darmawan mengirimkan surat 
pengajuan penawaran harga pengadaan barang/jasa Pekerjaan Jalan Tani 
Salopokko Desa Ugi. Atas permintaan dari (Alm) Andi Anto Darmawan selaku 
Kepala Desa kepada Pimpinan Toko Cahaya Tiga Lima dan Pimpinan Toko Mega 
Utama II. Pada tanggal 10 Agustus 2015 Andi Anto Darmawan kembali mengirim 
surat kepada Pimpinan Toko Cahaya Lima Tiga dan Pimpinan Toko Mega Utama 
II perihal klarifikasi dan negosiasi harga penawaran namun lagi-lagi surat 
klarifikasi dan negosiasi tersebut yang seharusnya dibuat oleh Andi Anto 
Darmawan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan, namun kenyataannya surat 
tersebut tidak dibuatnya dan Andi Anto Darmawan hanya bertanda tangan 
didalamnya. 
Tanggal 03 Agustus 2015 Kepala Desa Ugi Andi Amiruddin Amal 
mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada 
Bupati Wajo. Pada tanggal 13 Agustus 2015 pihak BPKD memindahbukukan 
Dana Desa sebesar Rp. 124.378.400,- kemudian pencairan dana tahap II pada 
tanggal 23 Oktober 2015. Dan pada tahap III sebagaimana proses dan mekanisme 
pencairan tahap I dan tahap II sehingga pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai 
dengan permintaan dana yang dimaksud telah berada direkening atas nama 
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pemerintah desa Ugi dengan nomor rekening 100-202-000003433-7 sebesar Rp. 
62.189.200,- melalui rekening Tapemda (tabungan pembangunan desa) ke 
rekening atas nama Pemerintah desa Ugi yang telah disetujui. 
Pada tanggal 28 September 2015 rekanan Toko Cahaya Lima Tiga H. 
Hasanuddin menandatangani surat penyerahan hasil pekerjaan yang ditujukan 
kepada Ketua TPK Desa Ugi yang pada Intinya menerangkan bahwa Pekerjaan 
Jalan Salopokko Desa Ugi telah selesai dan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan 
pengadaan/jasa. Pada tanggal yang sama yakni 03 November 2015 dibuatlah 
solah-olah telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan kegiatan Perkerasan Jalan 
Salopokko sebagimana tertuang dalam Berita Acara, namun kenyatannya ketiga 
pihak tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud 
dalam surat tersebut. Surat Pernyataan Kemajuan Pekerjaan oleh Ketua Tim TPK 
dan Kepala Desa Ugi yang berisi kemajuan pekerjaan Perkerasan Jalan Tani 
Salopokko. Namun penerbitan surat tersebut menyalahi prosedur, karena baik 
Ketua TPK Desa Ugi maupun Kepala Desa Ugi tidak pernah melakukan 
pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut. 
Dalam hal ini seharusnya H. Hasanuddin (selaku rekanan) tidak 
menerbitkan kwintansi pembelanjaan yang ditujukan kepada Ketua TPK Desa 
Ugi. Dikarenakan tidak pernah melakukan pekerjaan atas pekerjaan jalan 
Salopokko Desa Ugi Tahun 2015 tersebut. Akibat dari perbuatannya H. 
Hasanuddin di hadapkan di pengadilan untuk diperiksa sesuai dengan hukum yang 





Dakwaan yang digunakan dalam perkar ini adalah Dakwaan Subsidairitas 
(berlapis) dalam putusan Nomor : 85/PID.SUS.Tpk/2016/PN.MKS. 
PRIMAIR : 
Bahwa terdakwa H. Hasanuddin selaku pemilik CV. CAHAYA TIGA 
LIMA dan sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan perkerasan Jalan Tani 
Salopokko Desa Ugi Kecamatan Sabbangpura kab.Wajo berdasarkan surat 
perjanjian kerjasama (SPK) Nomor : 01/SPP-DU/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 
2015 dengan nilai total anggaran sebesar Rp.249.921.500,-. (dua ratus empat 
puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) 
bersama-sama dengan (alm) Andi Amiruddin Amal Selaku Kepala Desa Ugi yang 
diangkat berdasarkan SK Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 648 
tahun 2015 tentang pengesahan keputusan panitia pemilihan kepala desa (PPKD) 
Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu tentang penetapan calon kepla desa terpilih 
dalam pemilihan periode tahun 2015-2021 dan selaku penanggung jawab 
pengelola kegiatan di Desa Ugi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ugi Nomor : 
10 tahun 2015 tentang penempatan tim pengelola kegiatan Desa Ugii Kecamatan 
Sabbangpura tangal 27 Juli 2015 (penyidikannya dihentikan demi hukum), 
Jamaluddin, ST selaku tim teknis yang diangkat berdasarkan musyawarah desa 
yang ditindaklanjuti dengan penunjukan oleh (alm) Andi Amiruddin Amal selaku 
Kepala Desa Ugi, Andi anto Darmansyah selaku ketua tim pengelolaan kegiatan 
(TPK) (yang dalam perkara ni juga disebut andi Anto Darmawan) berdasarkan 
Kepala Desa Ugi Nomor 10 tahu  2015 atau setidak-tidaknya tahun 2015 s/d tahun 
2016 bertempat di kantor Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar  berdasarkan UU No 46 tahun 
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2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung RI No 002/KMA/AK/11/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang 
pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pengadilan Negeri 
Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah 
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu 
korporasi  yang dapat merugikan keuagan negara atau perekonomian 
negara”. 
Bahwa perbuatan terdakwa H. Hasanuddin (rekanan kegiatan 
pelkasanaan perkerasan jalan Salopokko Desa Ugi) bersama dengan (alm) 
Andi Amiruddin Amal (Keapala Desa Ugi), And Anto Darmawan (Ketua 
TPK Desa Ugi) dan Jamaluddin, ST (selaku tim teknis) diatur dan diancam 
pidana pada pasal 2 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. 
SUBSIDIAIR : 
Bahha terdakwa H. Hasanuddin selaku pemilik CV. CAHAYA TIGA 
LIMA dan sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan pekerjaan Jalan Tani 
Salopokko Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu Kab. Wajo berdasarkan surat 
perjanjian kerjasama (SKP) Nomor : 01/ SPP-DU/VIII/1015 tanggal 27 Agustus 
2015 dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 249.921.500,-, (dua ratus empat 
puluh Sembilan juta semblan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) bersama-
sama dengan (alm) Andi Amiruddin Amal selaku Kepala Desa Ugi yang diangkat 
berdasarkan SK Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 10 Tahun 2015 
tentang pengesahan keputusan panitia pemilihan kepala desa (PPKD) Desa Ugi 
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Kecamatan Sabbangparu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam 
Pemilihan Periode Tahun 2015-2021 dan selaku penanggungjawab pengelola 
kegiatan di Desa Ugi berdasarkan keputusan Kepala Desa Ugi Nomor : 10 Tahun 
2015 tentang penempatan tim pengelola kegiatan Desa Ugi Nomor : 10 Tahun 
2015 tentang penempatan tim pengelola kegiatan Desa Ugi Kecamatan 
Sabbangparu tanggal 27 Juli 2015 (penyidikan dihentikan demi hukum) 
Jamaluddin, ST selaku tim teknis yang diangkat berdasarkan Musyawarah Desa 
yang ditindaklanjuti dengan penunjukan oleh (alm) Andi Amiruddin Amal selaku 
Kepala Desa Ugi, Andi Anto Darmawansyah selaku ketua tim pengelola kegiatan 
(TPK) (yang dalam perkara ini juga disebut Andi Anto Darmawan) berdasarkan 
keputusan Kepala Desa Ugi Nomor 10 Tahun 2015 Tentang penetapan Tim 
Pengelola Kegiatan Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu tanggal 27 Juli 2015 
antara Tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 atau 
setidak-tidaknya pada tahun 2015  s/d tahun 2016 bertempat dikantor Desa Ugi 
Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya disuatu tempat 
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Makassar berdasarkan UU No 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 002/KMA/SK/11/2011 
tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadli 
perkara ini, “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara,” 
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Bahwa perbuatan terdakwa H.Hasanuddin (rekanan kegiatan 
pelaksanaan perkerasan jalan Salopokko Desa Ugi) bersama dengan (alm) 
Andi Amiruddin Amal (Kepala Desa Ugi), Andi Anto Drmawansyah (ketua 
TPK Desa Ugi) dan Andi Jamaluddin, ST (selaku tim teknis) diatur dan 
diancam pidana pada pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
c. Putusan 
1. Menyatakan terdakwa : H. Hasanuddin tidak terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
dalam dakwaan primair; 
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut; 
3. Menyatakan terdakwa H.Hasanuddin tersebut terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara 
bersama-sama sebagiaman dalam dakwaan Subsidiair; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 
1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima pulu juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar, maka akan 
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan Kurungan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) rangkap copy Laporan Pertanggung Jawaban alokasi 
APBN Dana Desa tahap I (satu) Desa Ugi, Kecamatan 
Sabbangparu, Kabupaten Wajo; 
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b. 1 (satu) rangkap copy Laporan Pertanggung Jawaban alokas APBN 
Dana Desa tahap II (dua); 
c. 1 (satu) rangkap copi Laporan Pertanggung Jawaban alokasi APBN 
DANA Desa tahap III (tiga) tahun anggaran 2015; 
d. 1 (satu) rangkap copy surat Bupati Waj prihal penyampaian tentang 
Mekanisme Dana Desa No.140/367/BPMDL, tanggal 03 Juni 
2015; 
e. 1 (satu) rangkap copy daftar uji kelengkapan permohonan 
pencairan Dana Desa tahun anggaran 2015; 
f. 1 (satu) rangkap copy peraturan Desa Ugi No.7 tahun 2015 tentang 
pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun 
anggaran 2015; 
g. 1 (satu) rangkap copy peraturan Bupati Wajo No. 18 tahun 2015 
tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
dalam daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2015; 
h. 1 (satu) rangkap rencana anggaran dan biaya (RAB) pelaksanaan 
Jalan Tani Salopokko Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu; 
i. 1 (satu) rangkap copy rekening Koran Desa Ugi Kecamatan 
Sabbangparu pada Bank BPD Sulsel Kabupaten Wajo dengan 
rekening No. 100-202-0000034.33-7; 
j. 1 (satu) rangkap copy perihal pencairan Dana desa tahap I (satu) 
Nomor : 900/101/DU/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015; 
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- 
(lima ribu rupiah).- 
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 
pada hari : Kamis, tanggal 09 maret 2017 oleh Kami : Rianto Adam 
Pontoh, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Kristijan. Djati, SH, 
dan H. Abdul Rahim saije, SH Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana 
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang 
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut 
Dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Panittera 
Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri Oleh, 
Supinto Priyano, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo 
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. 
 
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 
85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MKS. 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut 
Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan 
keberatan (eksepsi). 
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan 
dakwaannya dipersidangan mengajukan alat bukti surat-surat dan barang bukti 
berupa : 
1. I (satu) rangkap copy Laporan Pertanggung Jawaban APBN Dana 




2. 1 (satu) rangkap copy Laporan Pertanggung Jawaban alokasi APBD 
Dana Desa Tahap II (dua); 
3. I (satu) rangkap copy Laporan Pertanggung Jawaban alokasi APBD 
Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2015; 
4. I (satu) rangkap Laporan copy surat Bupati Wajo Prihal Penyampaian 
Tentang Mekanisme Dana Desa No. 140/367/BPMDK, Tanggal 03 
Juni 2015; 
5. I (satu) rangkap copy Daftar Uji Kelengkapan Pengajuan Permohonan 
Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2015; 
6. I (satu) rangkap copy Peraturan Desa Ugi No. 7 Tahun 2015 tentang 
Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2015 
tentang Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 
Anggaran 2015; 
7. I (satu) rangkap copy Peraturan Bupati Wajo No. 18 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam 
Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015; 
8. I (satu) rangkap Renana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Jalan 
Tani Salopokko Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu; 
9. I (satu) rangkap copy rekening Koran Desa Ugi Kecamatan 
Sabbangparu pada Bank BPD Sulsel Kab. Wajo dengan rekening No. 
100-202-0000034.33-7; 
10. I (satu) rangkap copy Perihal Pencairan Dana Desa Tahap I (satu) 
Nomor : 900/101/DU/VIII/2015, Tanggal 03 Agustus 2015; 
Menimbang, bahwa surat bukti/barang bukti tersebut di atas telah disita 
secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan dipersidangan barang bukti 
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tersebut telah diakui dan dienarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, karenanya 
dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini. 
Menimbang, bahwa selain barang bukti surat-surat/barang bukti tersebut di 
atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula saksi-saksi yang dibawa sumpah 
sebagai berikut : 
1. Saksi Sultan Alias Sule Bin Palangsa 
2. Saksi Boddi Bin Side 
3. Saksi Ridwan Alias Ride Bin Sultang 
4. Saksi Usman Pangade Bin Pangade 
5. Saksi Muhammad Syakur Bin  Tahati 
6. Saksi Sofyan Bin Muhiddin 
7. Saksi Muis Bin Kalasse’ 
8. Saksi H. Sodding 
9. Saksi Budiman 
10.  Saksi Suryani Lande, S.sos 
11.  Saksi Aidin, S.sos 
12.  Saksi Drs. Andi Ismirar Sentosa, M.si 
13.  Saksi H. Muhardinata, SE 
14.  Saksi Jamaluddin, ST 
15.  Saksi Anton Dermawa 
Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat/barang bukti dan saksi-saksi 
tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan pula ahli yang dibawah sumpah 
sebagai berikut : 
1. Ahli Samsul Rijal, N. S.T 
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Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa 
mangajukan 2 (dua) orang saksi ade charge yang telah memberikan keterangan 
dibawah sumpah sebagai beriku : 
1. Saksi ade charge Amiruddin M 
2. Saksi ade charge Husnawi 
Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli 
dan keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat-surat 
maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta 
hukum. 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang 
termuat di dalam Berita Acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan putusan. 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang 
pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan terbukti 
tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut 
Umum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan 
keabsahan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas. 
Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu alat bukti tersebut apakah sah 
atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman kepada KUHAP dan pasal 28 ayat (1) 
Undang-Undang R.I No. 46 tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi yang mneytakan bahwa semua alat buti yang diajukan dalam persidangan 
termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara 
sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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Sedangkan alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHAP 
ialah: 
1. Keterangan saksi. 
2. Keterangan ahli. 
3. Surat. 
4. Petunjuk. 
5. Keterangan terdakwa. 
Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum, sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah lebih 
dahulu bahwa akan memeberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada 
sebenarnya, dengan demikian alat bukti keterangan saksi tersebut sudah sesuai 
dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka sah dan dapat menjadi dasar 
pertimbangan hukum putusan. 
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti berupa alat 
ukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai pemdukung 
pembuktian dalam perkara a quo, tenyata pembuktiannya sudah sesuai dengan 
ketentuan KUHAP, dimana penyidik dalam melakukan penyitaan, ternyata 
penyidik telah mengajukan permohonan persetujuan penyitaan dari Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karenanya alat bukti surah maupun barang bukti 
diperoleh telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam 
rumusaan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 46 Tahun 2009, tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka 
untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara in 
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dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis hakim berpegang teguh dan 
berpedoman kepada : 
1. Kesalahan terdakwa harus terbuti sekurang-kurangan dua alat bukti 
secara sah. 
2. Dan atas keterbuktian dua alat bukti yang sah Hakim harus pula 
memperoleh keyakina bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. 
3. Menurut ketentuan hukum pidana dan azas hukum pidana bahwa untuk 
menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana, 
maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan 
kepadanya harus pula terbukti dan terpenuhi seluruhnya. 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memepertimbangkan adanya 
perbedaan atara Penuntut Umum denga Penasihat Hukum terdakwa. 
Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum dalam tuduhan pidananya 
(requisitoirnya) terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan 
subsidair. Sedangkan menurut penasihat hukum sebaliknya, terdakwa tidak 
terbukti secara sah na menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaiman yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya 
tersebut. 
Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan pendapat atara Penuntut Umum 
disatu pihak dan TIM Penasihat Hukum terdakwa dilain pihak seperti disebutkan 
diatas, meskipun sebenarnya sama-sama mengikuti dan mencermati persidangan 
atas nama terdakw ayang sama, menurut hemat Majelis Hakim adanya perbedaan 
pendapat tersebut adalah suatu hal wajar/lumrah dan sah-sah saja, karena adanya 
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perbedaan kedudukan dan fungsi diantara keduanya. Sehingga mengakibatkan 
penilaian yang berbeda. 
Menimbang, bahwa perbedaan ini karena Penasihat Hukum terseut 
kedudukannya dalah subyektiif, Karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk 
mewakili/mendampinginya dipersidangan dan penilaiannya pun subyektif pula 
kerena ia harus membela kepentingan kliennya, sedangkan Penuntut Umum 
kedudukannya adalah obyektif karena ia ditunjuk sebagai fungsionaris untuk 
mengajukan dakwaan dan tuntutan, akan tetapi penilaiannya dalam hal ini adalah 
subyektif karena ia dalam mewakili negara memeriksa ketertiban umum. 
Menimbang, bahwa berlainan hal dengan hakim, ia mempunyai 
kedudukan yang obyektif karena sebagai fungsionaris yang ditunjuk untuk 
memeriksa dan mengadili suatu perkara dan penilaiannya pun harus obyektif pula 
karena ia harus berdirir di atas kedua belah pihak dan tidak boleh memihak artinya 
bahwa setiap orang sama kedudukannya didepan hukum (equality be fore the 
law). 
Menimbang, bahwa asas tidak memihak (impartially) seseorang Hakim 
tersebut. Secara yuridis dijamin dalam pasal 5 ayat (1) Undang_undang R.I No. 14 
tahun 1970, jo Undang-Undang R.I No. 35 tahun 1999, Jo Undang-Undang R.I 
no.4 tahun 2004. Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa 
pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang. 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan kembali 
pendiriannya bahwa memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak akan berfihak 
kepada apa dan siapanpun juga, kecuali hanya semata-mata berpihak kepada 
hukum, keadilan dan kebenaran (to maintaim lam, justice and truth) hal ini 
sebagai konsekuensi logis pula dari ketentuan Undang-Undang Berdasarkan 
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ketuhanan Yang Maha Esa, atau lebih tegasnya lagi Peradilan berdasarkan 
Pancasila. 
Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka 
untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta 
perlindungan terhadap hak-hak asas manusia dengan tetap menjunjung tinggi Asas 
Praduga Tidak Bersalah (presumption of innocence) di negara kita, yang nota 
bene telah menobatkan diri sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memepertimbangkan segala 
sesuatunya dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan surat 
bukti/barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk 
menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap didepan 
persidangan in dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam 
menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan. 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa 
dipersidangan dengan dakwaan disusun secara subsidaritas (berlapis), dimana 
terdakwa didakwa melanggar: 
PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I No. 
31 TAhun 1999, sebagaiman telah di ubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 
Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUH Pidana. 
SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I No. 31 
Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 




Menimbang, bahwa suatu tindak pidana akan dinyatakan terbukti secara 
sah menurut hukum apabila semua unsur dari tindak pidana itu telah terpenuhi 
oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan kesatu Primair maupun 
dakwaan lainnya akan dibuktikan dan diuji kebenarannya dengan fakta-fakta yang 
terungkap dari alat-alat bukti selama persidangan. 
Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa telah 
melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Setiap orang. 
2. Secara melawan hukum. 
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi. 
4. Dapat merugikan keuangan Negara tau perekonomian Negara. 
5. Dilakukan secara bersama-sama. 
Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan Subsidair pasal 3 Undang-
Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undag 
R.I No 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo dengan 
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, Jo dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka masing-
masing akan dipertimbangkan tersediri, dan pertama-tama akan dipertimbangkan 
adalah Pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan 
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menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliyar rupiah)”. 
Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 3 Undang-
Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang R.I No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi : 
1. Setiap orang. 
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi. 
3. Menyalahgunakan kewenagan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan. 
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara. 
Menimbang, bahwa dari keterangan H. Hasanuddin selaku rekanan 
penyedia barang dan jasa adalah sebagai fakta hukum dalam perkara ini bahwa H. 
Hasanuddin tidak pernah menerima uang sehubungan dengan proyek Pengerjaan 
Jalan Tani Salopokko, Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, 
namun mengerti Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi penerimaan uang adalah 
benar tanda tangannya yang ditandatangani dirumahnya yang dibawah oleh H. 
Mansur (mantu Kemanakannya). 
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Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini dimana dalam 
pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terjadi kemahalan (mark-up) harga 
beberapa item pekerjaan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di 
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa H. 
Hasanuddin selaku rekanan penyedia barang dan jasa dalam Pekerjaan Pengerasan 
Jalan Tani Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo 
bersama-sama dengan terdakwa Jamaluddin, S.T selaku tim teknis dan terdakwa 
Andi Anto Darmawansyah selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Ugi telah 
melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan, kewenagan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan, dan telah merugikan 
Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, maka unsur bersama-sama atau 
turut serta terpenuhi dan terbukti. 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang 
layak bagi terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut : 
Hal-hal yang meringankan. 
1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan yang sedang giat-
giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
Hal-hal yang meringankan. 
1. Terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus terang dalam 
memeberikan keterangan. 
2. Terdakwa mempunyai tanggungan dan sebagai tulang punggung keluarga. 
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Memperhatikan Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor : 31 
Tahun 1999 sebagaiman atelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 28 Undang-Undang R.I nomor : 46 Tahun 2009 
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 ayat  (4), Pasal 46 ayat (2), 
Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 (1), Pasal 222 KUHAP, serta pasal-pasal dari 
Undang-Undang dan ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini. 
C. Kendala Dan Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Penerapan Asas 
Praduga Tidak Bersalah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 
1. Kendala Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Perkara 
Tindak Pidana Korupsi 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa 
sepanjang hak-hak tersangka dan terdakwa telah dipenuhi selama proses peradilan 
berlangsung, maka selama itu pula perlindungan terhadap asas praduga tidak 
bersalah telah diterapkan kepada tersangka dan terdakwa. Yang  menjadi indikator 
penerapan asas praduga tidak bersalah ada pada hak-hak tersangka dan terdakwa 
pada saat penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. 
Terkait penerapan asas praduga tidak bersalah pada umumnya penegak 
hukum khususnya seorang hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi 
mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam penerapan asas praduga tidak 
bersalah. Selama proses peradilan berlangsung. Karna terpenuhinya hak-hak 
tersangka dan terdakwa sebagai wujud asas praduga tidak bersalah. Hal ini dilihat 
pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, tersangka dan terdakwa 
dalam perkara tindak pidana korupsi selalu diberikan kesempatan untuk 
didampingi oleh penasihat hukum dan diberikan kesempatan untuk melakukan 
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pembelaan,  tersangka dan terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas, diberikan 
kesempatan untuk dikunjungi keluarganya, rohaniawan dokter dan tidak 
melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap tersangaka dan terdakwa. 
Sedangkan dari pihak penasihat hukum berpandangan bahwa selalu ada 
pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan perkara 
tindak pidana korupsi terutama dalam proses penyidikan, sehingga dapat 
dikatakan ada kendala yang menyebabkan asas praduga tidak bersalah ini 
dilanggar atau tidak diterapkan. Fungsi penasihat hukum memang sangat 
dibutuhkan dalam hal ini sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar 
mempertahankan hak-haknya. 
Penulis berpendapat bahwa pemahaman penegak hukum juga dapat 
dijadikan kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah, tidak dapat 
dipungkiri bahwa masih ada penegak hukum yang mempertentangkan asas 
praduga tidak bersalah dengan asas praduga bersalah. Hal ini ini dikhawatirkan 
apa bila hanya mengunakan praduga bersalah, akan mempengaruhi sikap penegak 
hukum terhadap para tersangka karena penegak hukum menganggap tersangka 
dan terdakwa pasti bersalah. Sebab, bisa jadi praduga tidak bersalah dianggap 
sebagai alas an pembenar bagi penegak hukum untuk melakukan kekerasan fisik 
atau psikis kepada tersangka dan terrdakwa selama proses pemeriksaan 
berlangsung. 
Faktor lain yang menjadi kendala dalam penerapan asas praduga tidak 
bersalah adalah belum ada sanksi yang tegas apabila asas yang berkaitan dengan 
hak tersangka dan terdakwa ini dilanggar. Meskipun dalam hal ini KUHAP 
mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa, akan tetapi penerapannya belum 
memadai karena KUHAP tidak mengatur lebih lanjut akibat hukum apabila ada 




2. Upaya Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Perkara 
Tindak Pidana Korupsi 
Untuk menghidari terjadinya tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan 
kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap tersangka dan terdakwa, perlu 
dilakukan penyempurnaan dalam arti dilakukan perombakan atau revisi mengenai 
isi dan redaksi dari aturan-aturan yang mengatur tentang asas praduga tidak 
bersalah. Hal ini dilakukan agar terciptanya rasa keadilan bagi semua masyarakat 
di Indonesia tanpa ada perbedaan. 
Beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penerapan Asas 
Praduga Tidak Bersalah baik mengenai isi dan pelaksanaannya harus sesuai 
dengan makna dari persamaan kedudukan dalam hukum. Artinya, harus berlaku 
bagi semua perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus, 
tidak ada perbedaan atau pengecualian serta harus disertai dengan sanksi yang 
tegas dan jelas apabila terjadi pelanggaran oleh petugas penegak hukum. 
Pengawasan harus ditingkatkan terhadap lembaga pengadilan, mulai dari 
penyidikan, penuntutan dan persidangan, dilaksanakan dengan efektif dan 
proporsional dengan memperhatikan etika hukum. hal ini dilakukan untuk 
peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional 
sehingga memenuhi persyaratan sumber daya manusia yang mampu 
melaksanakan dan mewujudkan proses peradilan pidana yang sesuai dengan 
kepastian hukum, adail dan benar. 
Dalam hal ini bukan hanya penegak hukum yang perlu pemahaman terkait 
Asas Praduga Tidak Bersalah, akan tetapi seluruh masyarakat harus mengetahui 
apa maksud dari Asas Praduga Tidak Bersalah (presumption of innocence). 
Terkait hal tersebut pemerintah mempunyai peranan penting dalam 
mensosialisasikan aturan-aturan terutama Asas Praduga Tidak Bersalah, karena 
85 
 
asas ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Dalam hal ini 
putusan-putusan pengadilan harus memberikan kepuasan kepada masyarakat, 
tidak ada rekayasa, tidak ada mafia peradilan, pada akhirnya masyarakat percaya 





Berdasarkan dari hasil pemaparan yang telah dikemukakan di atas, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana bertujuan untuk 
menghindari terjadinya rasa ketidakadilan bagi tersangka dan terdakwa 
dan kesewenang-wenangan para penegak hukum. Dalam hal ini diperlukan 
sanksi yang tegas bagi oknum penegak hukum yang tidak menerapkan 
asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka dan terdakwa. Dan 
diperlukannya aturan khusus tentang asas praduga tidak bersalah dalam 
hukum di Indonesia. 
2. Pertimbangan Hakim terhadap penggunaan asas praduga tidak bersalah 
dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS. Salah satu 
penerapan asas praduga tidak bersalah kepada terdakwa adalah 
diberikanya hak untuk didampingi seorang penasihat hukum. 
Pertimbanagn oleh hakim ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 48 
tahun 2009 pasal 8 ayat (1) yang bisa disebut sebagai (Undang-Undang 
Kekuasaan Kehakiman), begitu pun didalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada penjelasan umum Butir ke 3 huruf c. 
3. Perlunya pemahaman penegak hukum terhadap asas praduga tidak 
bersalah, dan belum ada sanksi yang tegas apabila asas yang berkaitan 
dengan hak tersangka dan terdakwa dilanggar. Dalam hal ini KUHAP 
tidak mengatur lebih lanjut akibat hukum apabila ada pelanggaran 
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terhadap hak-hak tersebut, kemudian perlu dilakukan penyempurnaan 
dalam arti dilakukan revisi mengenai isi dan redaksi aturan tentang asas 
parduga tidak bersalah dan pengawasan terhadap lembaga pengadilan, 
mulai dari penyidikan sampai pada tahap persidangan. Dalam hal ini 
bukan hanya penegak hukum yang perlu pemahaman tentang asas praduga 
tidak bersalah akan tetapi seluruh masyarakat juga perlu mengetahui apa 
maksud asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Terkait 
hal tersebut pemerintah punya peranan penting dalam mensosialisasikan 
aturan-aturan terutama asas praduga tidak bersalah agar tidak terjadi main 
hakim sendiri didalam masyarakat. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Kepada Pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang, diharapkan 
untuk membuat Perundang-undangan yang mengatur secara tegas akan 
keberadaan asas praduga tidak bersalah dalam peradilan pidana. 
Dikarenakan dari segi sisi kegunaan assa praduga tidak bersalah ini 
sangatlah penting untuk tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan 
tindak pidana agar terhindar dari ketidak sewenang-wenagan penegak 
hukum dalam prosese penyidikan sampai di hadapkan di muka 
persidangan. Maka legalitas atas asas praduga tidak bersalah ini sangat 
diperlukan. Oleh karena saat ini belum terdapatnya petunjuk dan aturan 
yang jelas di dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), maka diharapkan agar dapat dibuat aturan yang 




2. Perlunya pemahaman yang jelas akan kehadiran asas praduga tidak 
bersalah dalam masyarakat, Hal ini di karenakan agar tidak terjadi 
perbuatan main hakim sendiri. Sehingga pihak yang berwenang dapat 
menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa ada satu pihak pun yang 
merasa dirugikan. Aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi 
dan menjamin hak-hak asasi manusia. Selain Hakim sebagai penentu akhir 
dari sebuah putusan peradilan yang berhak memutuskan bersalah tidaknya 
seorang terdakwa dalam suatu perkara. diharuskan mempunyai wawasan 
yang luas dan bersikap adil serta bijaksana agar dapat menghasilkan 
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